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OANUN KABUPATEN ACEIT SINGKITL

NOMOR : 04 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

3.

BUBA'TL ACEH SINGKIL

bahwa kehidupan masyarakat Acch telah memberikan kedudukan
dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan
bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan
bentuk suatu lembaga ulama;

bahwa untuk memberikan peran kepada ulama dalam penetapan
kebijakan daerah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999
tcntang Penyclenggaraan Kcistimewaan Acch, perlu membentuk
Organisasi dan Tata Kecrja Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU);

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tcntang Pcmbcntukati
Kabupaten Aceh Singkil. : _
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. | ' '

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pcnyclcnggaraan
K eistimewaan Provinst Daerah Istimewa Aceh -

1 Ulndang andang Hooe " aban OO L b eyt Bocawe o

Pemenntahan dan Kewenangan Provinst Dacrah.,



BAB Il
ORGANISASI

Bagian Pertama '
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasul 3

(1). Majelis Pcrmusyawaratan Ulama mcrupakan suatu yang
independen dan bukan unsur pclaksana Pecmerintah Dacrah dan
DPRD. ' '

(2). Majclis Permusyawaratan  Ulama merupakan  mitra scjajar
Pemerintah Kabupaten dan DPRD. MPU berkedudukan di Ibu
Kota Kabupaten Aceh Singkil. | ‘

Pasal 4

MPU mempunyai tugas memberi masukan pertimbangan dan naschat
serta saran-saran dalam pcmbentukan kebijakan daerah dar aspek
syariat Islam, baik kcpada Pemerintah Dacrah maupun  kepada
Masyarakat Kabupaten.

Pasal 5

MPU menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada pasal 4,
MPU mempunyai fungsi menctapkan fatwa hukum, memberikan
pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan daerah

terutama dalam bidang pemerintahan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan serta tantangan ekonomi yang Islami.

Pasal 6

MPU ikut bertanggung jawab atas tcrsclénggaranya pcmerintahan
yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di Kabupaten. '

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 7

(1). Organisasi MPU terdin dar :
a. Pimpinan,
b. Seckretariat;
c¢. Dewan Paripurna Ulama;
d. Komisi-komisi.
(2). Bagan Organisasi MPU adalah scbagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
kcputusan ini.



Pasal 13

(1). Repala Urusan Umum mempunyar tugas melaksanakan urusan
sural menyural, Kearsipan, ckspedisi, pengadaan perlengkapan
rumah tangga dan tata laksana scrta penvajpan data informasi.

(2). Kepala Urusan Keuangan mempunyal  tugas  melaksanakan

pengelolaan admimistrast Keuangan yang mchputi penyusunan,

anggaran, pcmbukuan, pecmbayaran pertanggung jawaban dan
pclaporan kcuangan.

Kepala Urusan Persidangan mempunyat tugas melaksanakan

urusan persidangan dan nisalah yang meliputi persiapan bahan

perstdangan motivasi dan risalah-risalah persidangan.

)
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PARAGRAFK 3
Dewan Paripurna Ulama
(DPU)

Pasal 14

o

Dewan Paripuena Ulama miempunyai tugas memonilor, merumuskan
usulan, memberi pertimbangan, naschat scrta saran-saran kepada
Pemenntah  Dacrah dan DPRD  melali Ketua  MPU  dalam
pembentukan kebijakan dacrah serta menctapkan fatwa dibidang
hukum Syari'at  [slam dalam penyelenggaraan © pembangunan,
Pecmerintahan dan pecmbinaan masyarakat.

Pasal 15

(1). Dewan Paripurna Ulama (DPU) terdiri dari ¢
a. Ulama Dayah/Pesantren.
b. Cendikiawan Mushm.

(2). Jumlah Dewan Paripurna scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
scbanyak-banyaknya 18 (dclapan bcelas) orang dari unsur ulama
cendckiawan Muslim Kabupaten Aceh Singkil.

(3). Pasantren Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama dm,lapkan febth
lanjut dengan Kcputusan MPU.

Pasal 16

(1). MPU bersidang sckurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu)
tahun, |
() Dadume hal-had yang mendesak dapat dillahokon Persidamgan

Istimcwa.

PARAGRAF 4 -
Komisi-Komisi

Pasal 17

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan
program opcrasional yang berkenaan  dengan  bidang  tugasnya,
mengimplementasikan pecmecahan dalam Dewan Paripurna Ulama
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan 15.



Pasal IS

Komisi-komis: terdiri dari :

I. Komist Fatwa HukumSyari'at Islam.

2. Komisi Penclitian dan Pembangunan.

3. Komist Ukhuwah, Dakwah dan Publikasi.

| oot Pevadbidbilonn o Ponegpman |

oo Nomest BEhononn Unonat, _
6, Komisi Pemberdayaan Perempunn dan Keluwrgh,
7.  Komisi l’cng@mhugun Giencerast Muda.

8. Konust Kerukunan Ummat dan Kajian Pohitik,

l'tl'ull |”

(1). Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 18 ditctapkan fchih lanjut dalam Keputusan Majchis
Permusyawaratan Ulama.

(2). Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi scbagaimana dimaksud
diatur lebih lanjut dengan keputusan MPU.

l’asal 20

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18'dipimpim olch
] (satu) orang Ketua merangkap anggota, «'.t.banyak banyaknya 3
(tiga) orang anggota komisi, |

PARAGRAL S
Vasa lkepengurusan

Pasal 21

(1). Masa Kepengurusan MPU ditetapkan sclama 5 tahun.

(2). Masa Kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan
benkutnya. -

(3). Pergantian atau Reshuffle Kepengurusan MPU dapat dilakukan
sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat MPU.

Pasal 22

Pembiayaan Pcnyelenggaraan MPU dibebankan kepada APBD dan
Subsidi atau bantuan dari Pcmerintah atasan scrta ‘bantuan atau
sumbangan Lembaga lain diluar Pemerintah Dacrah batk Dalam
maupun Luar Negeri yang sah dan tidak mu‘l!:,llxdl =



it .\- Bi:: %
PENGURUITAN LEMBAGA f
MAJELIS PERMUSYARNTAN ULAMA

Pasal 23

(1). Untuk pertama kali pengisian organisast lembaga MPU
dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendektawan Mushm
Kabupaten Acch Singkil yang mclaksanakannya diprakarsar
oleh Pemerintah Kabupaten. !

(7). Untuk schanjutnya penppantin dan ceshotlo Lepenyparansan MIPU
ditctaphan dalinn Kaoapat  Pormsyinwaatan Uiy
Cendekawan Mushim vang diprakarsar oleh MPUL

(3). Pcngukuhannya tecrhadap  pcrsonahia MPU schagaimana
dimaksud dalam ayat ( 1) dan (2) dilakukan olch Bupatr.

™

Pasal 24

(1). Pada Sckretariat MPU dapat ditctapkan unsur Pcgawat Ncegert
- Sipil. ' '
(2). Pegawai Negeri scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) tudak
dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan
funpgsional Iamoya
(}). Kepada Peginwag Neperr yang, ditempathan pada Seklretival
MPU. selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuat
dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan
jabatan daerah yang akan ditetapkan Icbih lanjut dengan
Keputusan Bupati. g

BADB Vi
TATA KERJA

asal 25

Dalam meclaksanakan tugasnya MPU wajib  mencrapkan Prinstp
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinplikasi scsuai dengan
Syari'at Islam, baik dalam hngkungan masing-masing maupun antar
satuan Organisasi scsuai dengan tugas masing-masing,

Pasal 26

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan
“yang ditetapkan olch Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri
tugas-tugas Pemerintah Dacrah dan DPRD serta lembaga-lembaga
lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kchij:xkan"‘-f;yahg'
akan ditempuh. ‘ .



BAB VI
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan Essclonering udak berlaku atas Susunan Organisas dan
Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama.

Pasal 28

(1). Dengan berlakunya Qanun i, maka kctentuan Lun tentang
Majchs Pl tdak berlaka L

() begabe Anset die enamipan Nagelin Do ol AEATITIATIN

dimaksud dalam ayat (1) diahibkan menpadi asset dan Leuanean
ML

Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditctapkan
kemudian denpan Keputusan Bupatt sepanjang mengenal perafuran

|n-|u|aunnunnm-n l-'l'll"llll ARTRALY A choate oo b to it rrhln | v onn Vit

herlnku,
Pasal 30

Dengan berlakunya Qanun 1t maka semua  Kketentuan  yang
bertentangan dengan Peraturan in1 dinyatakan tidak berlaku lagt.

Pasal 31
Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar sctiap orang
dapat mecngetahuihya, memecrintahkan pengundangan Qanun  ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Acch
Singkil. '

Ditctapkan di - Sigkil |
Pada Tangeal 27 M 1 2002

BUPATI ACEHN SINGKII.

Cap/ Dto

I MAKMURSYAI PUTRA, SHE

undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanbgal 1 Juli 2002 Scri D Nomor { Tahun 2002

: A'l 1 ACEH SINGKIL
5% ‘M BANDALRAII KABUPATEN
G
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Dengan Persctujuan

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA™

’kan

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEHIl ».
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANI.
KERJA MASJELIS PERMUSYAWARATAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL..

noasm 4
WECTENTUAN UNUN]

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil:

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah heserta Peranpkat
Dacrah Otonomi yang lain scbagai Badan Eksckuti! Dacrah;
Kepala Dacrah adalah Bupati Acch Singkil;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten 1

Acch Singkil;

Keistimewaan Acch  adalah  Kewenangan Khusus untuk

menyclenggarakan kchidupan beragama, adat, pendidikan dan
peran ulama dalam penctapan kebijakan daerah;

chljakan Dacrah dalam Pcraturan Dacrah dan Keputusan Bupati |

vang bersifat mengatur dan mongikat dalam - peyelenggarann
kulaiimuwuuﬂ Aculii

Syariat Islam adalah "Tuntunan Ajaran Islam dalam semua aspek

l\ChidUpcln

Majelis Permusyawaratan Ulama discbut MPU adalah M'uc.,!m*

Permusyawaratan Ulama Kabupaten Acch Singkily

Ulama adalah Dayah/Pesantren dan Cendekiawan Muslim Acch
Singkil yang mempunyai Kharismatik, Intelek dan memahami
secara m:.ndalam soal-soal keagamaan dan menjadt pamlm

masyarakat.

BADB 1l
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun 1ni membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU) Kabupatcn Acch Singkil. -

BA.'B 111
ORCGANISANI

Hagom Pertama
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